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Penelitian ini membahas tentang kebijakan restrukturisasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pra survei yang dilakukan terlihat bahwa masih terdapat beberapa indikasi yang dapat menunjukkan belum maksimalnya kebijakan restrukturisasi tersebut. Oleh karena itu, kebijakan restrukturisasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut perlu dievaluasi.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tingkat efektivitas, efisiensi, kecukupan dan kemerataan, responsivitas dan ketepatan kebijakan restrukturisasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya kebijakan restrukturisasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini cocok untuk mengevaluasi kebijakan restrukturisasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
Kebijakan restrukturisasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dinilai dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan, tujuan kebijakan restrukturisasi telah terlaksana dengan baik, namun dalam hal perataan masih terjadi ketimpangan pendistribusian wewenang dimana beban kerja bertumpuk di Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan. Faktor dominan yang menyebabkan belum optimalnya kebijakan restrukturisasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah faktor sumber daya terutama sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang ada di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat saat ini dinilai masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya.








EVALUATION OF RESTRUCTURING POLICY AT THE SECRETARIAT OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES (DPRD) 








This study discusses the policy of restructuring at the Secretariat of the Regional House of Representatives of West Java Province. Based on the pre-survey conducted it can be seen that there are still some indications that cannot show the maximum of the restructuring policy. Therefore, the restructuring policy in the Secretariat of the Regional House of Representatives of West Java Province needs to be evaluated.
The purpose of this study is to examine and analyze the effectiveness, efficiency, adequacy and evenness, responsiveness and accuracy of restructuring policies at the Secretariat of the West Java Provincial House of Representatives, as well as to examine and analyze the factors that have not optimized the restructuring policy in the House of Representatives West Java Province.
This research uses descriptive method of analysis with qualitative approach. The use of this method is based on the consideration that this method is suitable for evaluating the policy of restructuring at the Secretariat of the Regional House of Representatives of West Java Province.
The restructuring policy in the Secretariat of the Regional House of Representatives of West Java Province can be assessed using the policy evaluation criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and accuracy. Based on the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness and accuracy, the objective of the restructuring policy has been well implemented, but in terms of alignment there is still unequal distribution of authority where the workload is piled up in the Session and Legislations section. The dominant factor causing the not yet optimal restructuring policy at the Secretariat of the Regional House of Representatives of West Java Province is a factor of resources, especially human resources. Human resources in the Secretariat of the Regional House of Representatives of West Java Province is currently considered to be lacking, both in terms of quantity and quality.
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